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Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4
Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak
ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan
Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait
untuk pelaporan peristiwa aktual vang ditujukan hanya untuk
keperluan penyediaan informasi aktual;

ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk
kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;

iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk
keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram vang telah
dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan

iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu
pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk
Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan,
Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak

ckonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk

Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling

lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak

Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta

atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi

Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf ¢, huruf

d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau

pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).
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PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala
rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku yang berjudul "Penerapan Digital
Government di ASEAN" ini dapat terselesaikan dengan baik. Buku ini disusun
sebagai respon terhadap perkembangan teknologi informasi yang semakin
pesat dan penerapannya dalam pemerintahan, khususnya di kawasan ASEAN.
Teknologi digital telah menjadi pilar penting dalam mendorong transparansi,
efisiensi, dan partisipasi publik di negara-negara ASEAN melalui konsep
digital government.

Buku ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang
mendalam kepada pembaca mengenai konsep, manfaat, serta implementasi
digital government di ASEAN. Selain itu, buku ini juga membahas berbagai
tantangan dan peluang yang dihadapi oleh negara-negara ASEAN dalam
mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
dan tata kelola pemerintahan.

Dalam kesempatan ini, kami ingin menyampaikan rasa terima kasih yang
sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik
secara langsung maupun tidak langsung, sehingga buku ini dapat disusun dan
diterbitkan. Semoga buku ini bermanfaat bagi para pembaca, khususnya para
akademisi, peneliti, mahasiswa, dan praktisi yang tertarik pada bidang
teknologi pemerintahan dan transformasi digital.

Akhir kata, kami berharap buku ini dapat memberikan kontribusi positif
bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta peningkatan kualitas
pemerintahan di kawasan ASEAN melalui penerapan digital government.
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BAB'T
KONSEP E-GOVERNMENT

Saat ini perkembangan teknologi Internet sudah mencapai perkembangan
yang sangat pesat. Aplikasi Internet sudah digunakan untuk e-commerce dan
berkembang kepada pemakaian aplikasi Internet pada lingkungan
pemerintahan yang dikenal dengan e-government. Pemerintah pusat dan
pemerintah daerah berlomba-lomba membuat aplikasi e-government.
Pengembangan aplikasi e-government memerlukan pendanaan yang cukup
besar sehingga diperlukan kesiapan dari sisi sumber daya manusia aparat
pemerintahan dan kesiapan dari masyarakat. Survei di beberapa negara
menunjukkan bahwa ada kecenderungan aparat pemerintah untuk tidak
melaksanakan kegiatan secara online, karena mereka lebih menyukai metode
pelayanan tradisional yang berupa tatap langsung, surat-menyurat atau
telepon. Kita harus belajar dari penyebab-penyebab kegagalan e-government
di sejumlah negara yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: ketidaksiapan
sumber daya manusia, sarana dan prasarana teknologi informasi, serta
kurangnya perhatian dari pihak-pihak yang terlibat langsung.

E-government adalah penggunaan teknologi informasi dan
telekomunikasi untuk administrasi pemerintahan yang efisien dan efektif,
serta memberikan pelayanan yang transparan dan memuaskan kepada
masyarakat. Semua organisasi pemerintahan akan terpengaruh oleh
perkembangan e-government ini. E-government dapatlah digolongkan dalam
empat tingkatan. Tingkat pertama adalah pemerintah mempublikasikan
informasi melalui website. Tingkat kedua adalah interaksi antara masyarakat
dan kantor pemerintahan melaui e-mail. Tingkat ketiga adalah masyarakat
pengguna dapat melakukan transaksi dengan kantor pemerintahan secara
timbal balik. Level terakhir adalah integrasi di seluruh kantor pemerintahan,
di mana masyarakat dapat melakukan transaksi dengan seluruh kantor
pemerintahan yang telah mempunyai pemakaian data base bersama.
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E-Goverment adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah
untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis,
serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. E-Government dapat
diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk
meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses
kepemerintahan yang demokratis.

A. DEFINISI E-GOVERNMENT
Apakakah E-Government itu? Terlalu banyak definisi yang diberikan

oleh para pakar seputar konsep ini. Namun, tulisan ini akan membeberkan
beberapa di antaranya yang sesungguhnya satu sama lain memiliki beberapa
persamaan.

Shailendra C. Jain Palvia and Sushil S. Sharma mendefinisikan E-
Government sebagai:

... a generic term for web-based services from agencies of local, state and
federal governments. In e-government, the government uses information
technology and particularly the Internet to support government operations,
engage citizens, and provide government services. The interaction may be in
the form of obtaining information, filings, or making payments and a host of
other activities via the World Wide Web.

Zhiyuan Fang, pada sisi lain, mendefinisikan E-Government sebagai:

... as a way for governments to use the most innovative information and
communication technologies, particularly web-based Internet applications, to
provide citizens and businesses with more convenient access to government
information and services, to improve the quality of the services and to provide
greater opportunities to participate in democratic institutions and processes.2

Eduardo Contreras Budge, juga mendefinisikan E-Government sebagai:

... 1s the systemic use of information and communication technologies
(ICTs) to support the functions that a government performs for its constituents,
typically the provision of information and services.

Tiga definisi di atas mengaitkan konsep-konsep pemerintahan dengan
penggunaan teknologi informasi, khususnya yang berbebasis world wide web
(www), guna meningkatkan layanan pemerintah kepada public. Layanan ini
dapat berupa penyediaan informasi dan merumuskan “what public wants.”
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Layanan-layanan yang biasa diberikan lewat mekanisme E-Government
cukup bervariasi. Palvia dan Sharma membaginya menjadi 4 lini, yaitu:
Government to Citizen, Government to Business, Government to
Government, dan Government to Constituens.

Government to Citizen. Aktivitas ini menandai penyediaan pemerintah
akan akses online atas informasi serta layanan kepada warganegara. Ini
memungkinan warganegara mengajukan pertanyaan terhadap agen-agen
pemerintah dan jawabannya; mengetahui pajak pendapatan (daerah, pusat,
dan pemerintahan local); membayar pajak; memperbarui surat izin
mengemudi; membayar tilang; ataupun mengubah alamat tempat tinggal
(mengurus KTP).

Government to Business. Pemerintah di sini melakukan ‘two ways
interaction’ dan transaksi lewat internet baik antara government to business
maupun business to government. Sistem tender terbuka melalui mekanisme
E-Government bertajuk Government to Business ini. Sebagai contoh,
pemerintah HongKong menyediakan informasi-informasi seperti Electronic
Tendering System (ETS) dan HK Post e-Cert, yaitu penerbitan sertifikat
digital kepada individu dan organisasi.

Government to Government. Mengetengahkan aktivitas antar
departemen atau organisasi pemerintahan. Aktivitas ini dimaksudkan demi
mencapai efektivitas dan efisiensi kerja seluruh operasi pemerintahan. Di
Amerika Serikat, sebagai missal, terdapat Intelink, yaitu teknologi intranet
yang menyediakan informasi-informasi yang telah terklasifikasi dan
disebarkan kepada seluruh agen intelijen.

Government to Constituent. Dikenal pula sebagai E-Democracy. la
mengacu pada aktivitas online pemerintah, wakil rakyat, partai politik, dan
warganegara dalam masalah proses-proses demokrasi. Ini termasuk diskusi
dan konsultasi online antara wakil rakyat dengan konstituennya. Di situ
www.dpr.go.id (milik DPR-RI) telah disediakan perangkat chatting dan
nomor kontak wakil rakyat. Tujuannya, konstituen dapat mendiskusikan dan
mencari solusi atas masalah-masalah kebijakan yang ditemui. Atau, menagih
janji kampanye, tentunya. Di Korea Selatan, para politisi menggunakan
internet guna menjaring pemilih.

Pertanyaan kemudian adalah, seberapa signifikan peran dari E-
Government dalam tata kehidupan demokrasi? Organization for Economic
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Co-Operation and Development (OECD) menandai 6 signifikansi dari E-

Government yaitu: (1) E-Government meningkatkan Efisiensi; (2) E-

Government meningkatkan Pelayanan; (3) E-Government membantu

pencapaian hasil kebijakan; (4) E-Government berkontribusi atas sasaran
kebijakan ekonomi; (5) E-Government berkontribusi atas Reformasi; (6) E-

Government mendorong Trust antara Pemerintah dan Warganegara.

Selain itu, Eduardo Contreras Budge menandaskan E-Government
mampu berkontribusi pada hal-hal seperti peningkatan efisiensi operasi
pemerintah, peningkatan transparansi, dan memodernisasi sector public. 6
Efisiensi operasi pemerintah diperoleh berkat otomatisasi/digitasi fungsi-
fungsi administrasi, yang dengan lain kata menyederhanakan proses dan
penyampaian layanan.

Peningkatan transparansi, juga akuntabilitas, diperoleh memungkinkan
sector public memperluas peran mereka berdasar tesis penyedia layanan yang
client-oriented. Juga, E-Government memungkinkan operasi pemerintah
berikut hasilnya terbuka bagi public. Selain itu, E-Government juga
memungkinkan terjadinya modernisasi atas sector public. Satu tesis dasar
modernisasi adalah pencapaian efisiensi kerja dengan biaya yang kecil. Lewat
E-Government, pemerintah mampu menghemat dana penyebaran informasi
konvensional dengan penyebarannya lewat internet, terlebih ke daerah-daerah
yang mahal sarana transportasinya.

Ada tiga model penyampaian E-Government, antara lain :

1. Government-to-Citizen  atau  Government-to-Customer  (G2C)
Adalah penyampaian layanan publik dan informasi satu arah oleh
pemerintah ke masyarakat, Memungkinkan pertukaran informasi dan
komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, Contohnya G2C : Pajak
online, mencari Pekerjaan, Layanan Jaminan sosial, Dokumen pribadi
(Kelahiran dan Akte perkawinan, Aplikasi Paspor, Lisensi Pengarah),
Layanan imigrasi, Layanan kesehatan, Beasiswa, penanggulangan
bencana.

2.  Government-to-Business (G2B)

Adalah transaksi-transaksi elektronik dimana pemerintah menyediakan

berbagai informasi yang dibutuhkan bagi kalangan bisnis untuk

bertransaksi dengan pemerintah. Mengarah kepada pemasaran produk
dan jasa ke pemerintah untuk membantu pemerintah menjadi lebih
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efisien melalui peningkatan proses bisnis dan manajemen data elektronik.
Aplikasi yang memfasilitasi interaksi G2B maupun B2G adalah Sistem
e-procurement. Contoh : Pajak perseroan, Peluang Bisnis, Pendaftaran
perusahaan, peraturan pemerintah (Hukum Bisnis), Pelelangan dan
penjualan yang dilaksanakan oleh pemerintah, hak paten merk dagang,
dll

Government-to-Government (G2G)

Adalah Memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi online
antar departemen atau lembaga pemerintahan melalui basisdata
terintegrasi. Contoh : Konsultasi secara online,blogging untuk kalangan
legislative, pendidikan secara online, pelayanan kepada masyarakat
secara terpadu.

MANFAAT E-GOVERNMENT,
e  Yang pertama untuk memperbaiki kualitas layanan dari pemerintah

kepada para stakeholder, terutama yaitu dalam hal-hal kinerja
efektifitas serta efisiensi diberbagai bidang kehidupan bernegara.

e Yang kedua untuk meninngkatkan transparansi kontrol serta
akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, yaitu dalam rangka
penerapan konsep Good Corporate Governance.

e Dan yang ketiga untuk mengurangi secara signifikan total biaya
administrasi, relasi dan juga interaksi yang dikelurkan oleh
pemerintah untuk kepentingan aktivitas sehari-hari.

JENIS-JENIS E-GOVERNMENT,

e Government to Citizen (G2C) adalah suatu teknologi informasi yang
mempunyai tujuan untuk memperbaiki hubungan interaksi antara
pemerintah dengan masyarakat dan juga untuk mempermudah
masyarakat dalam mencari berbagai informasi tentang
pemerintahan. Misal contoh seperti : http://www.jabarprov.go.id,
dan lain-lain. Atau informasi menganai pajak online, layanan

jaminan sosial, mencari lowongan pekerjaan, dan sebagainya.

o  Government to Business (G2B) adalah suatu tipe hubungan
pemerintah dengan bisnis. Karena sangat dibutuhkan relasi yang
sangat baik, antara pemerintah dengan kalangan bisnis. Tujuannya
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demi kemudahan berbisnis masyarakat kalangan pembisnis.
Contohnya  seperti :  http://www.indotender.com,  dan
sebagainya. Atau informasi menganai pajak perseroan, peraturan
pemerintah (hukum bisnis), pendaftaran perusahaan, peluang usaha
atau bisnis, dan sebagainya.

e Government to Government (G2G) adalah berupa Web pemerintah

yang dibuat, bertujuan untuk memenuhi berbagai macam informasi
yang dibutuhkan antara pemerintahan yang satu dengan
pemerintahan yang lainnya, dengan tujuan yaitu untuk
memperlancar & mempermudah kerjasama antara pemerintahan —
pemerintahan yang bersangkutan. Misal contohnya:
http://www.embassyofindonesia.org dan lain sebagainya. Atau
informasi menganai blogging untuk kalangan
legislative, konsultasi secara online, pelayanan kepada masyarakat

secara terpadu, pendidikan secara online, dan sebagainya.

e Government to Employees (G2E) adalau berupa tipe hubungan yang
ditujukan untuk para pegawai pemerintahan atau pegawai negeri
untuk neningkatkan kinerja dan juga untuk kesejahteraan para
pegawai yang bekerja dislahsatu institusi pemerintah. Misalkan
contohnya: http://www.sdm.depkeu.go.id dan lain-lain.

D. MANFAAT E-GOVERNMNET
Keuntungan E-Goverment bagi rakyat

1.

Pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasidapat
disediakan 24 jam, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu
dibukanya kantor . Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus
secara fisik datang ke kantor pemerintahan.

Peningkatan hubungan antara pemeritah, pelaku bisnis, dan masyarakat
umum. Adanya keterbukaan [transparansi | maka diharapkan hubungan
antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini
menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari semua pihak.
Pemberdayaan msyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh.
Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar
untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data-data tentang
sekolah; jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade, dan
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sebagainya, dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang
tua untuk memilih sekolah yang pas untuk anaknya.

Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien . Sebagai contoh,
koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melaluji e-mail atau bahkan
vidio confernce.

Tenologi Informasi dan Komunikasi yang dikembangkan dalam
pemerintahan atau yang disebut e-government membuat masyarakat
semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah sehingga
program yang dicanangkan pemerintah dapat berjalan dengan lancar.
e-government juga dapat mendukung pengelolaan pemerintahan yang
lebih efisien, dan bisa meningkatkan komunikasi antara pemerintah
dengan sektor usaha dan industri.

Masyarakat dapat memberi masukan mengenai kebijakan-kebijakan
yang dibuaat oleh pemerintah sehingga dapat memperbaiki kinerja
pemerinta Selain tampilan dan paduan warna yang menarik, informasi-
infromasi yang disajikan sangatlah lengkap dan up to date.

Terdapatnya informasi transportasi, informasi valuta asing, serta info
tentang tinggi muka air.

Website ini mencakup banyak aspek seperti hukum, agama, sosial dan
budaya, bisnis dan kawasan bisnisnya, pendidikan, dan sebagainya.

10. Semua terbuka untuk pemerintah dan masyarakat.

Kerugian E. Goverment

1.

Semakin bebasnya masyarakat mengakses situs pemerintah akan
membuka peluang terjadinya cyber crime yang dapat merusak system
TIK pada e-government. Misalnya kasus pembobolan situs KPU ketika
penyelenggaraan Pemilu oleh seorang cracker.

Kurangnya interaksi atau komunikasi antara admin (pemerintah) dengan
masyarakat, karena e- government dibuat untuk saling berinteraksi antara
pemerintah, masyarakat, dan pihak lain yang berkepentingan.
Kelemahan utama tentang e-government adalah kurangnya kesetaraan
dalam akses publik untuk keandalan, internet informasi di web, dan
agenda tersembunyi dari kelompok pemerintah yang dapat
mempengaruhi dan bias opini publik.

Pelayanan yang diberikan situs pemerintah belum ditunjang oleh system
manajemen dan proses kerja yang efektif karena kesiapan
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peraturan,prosedur dan keterbataasan SDM sangat membatasi penetrasi
komputerisasi k dalam system pemerintahan

5. Belum mapannya strategi serta tidak memaadainya anggaran yang
dialokasikan untuk pengembanngan e-government

6. Inisiatif merupakan upaya instansi secara sendiri-sendiri, dengan
demikian sejumlah faktor seperti standardisasi, keamanan informasi,
otentikasi, dan berbagai alikasi dasar yang memungkinkkan
interoperabilitas antar situs secara andal, aman, dan terpercaya kurang
mendapat perhatian

7. Kesenjangan kemampuan masyarakat untuk mengakses jaringan internet

E. HUBUNGAN E-GOVERNMENT DENGAN DEMOKRASI
Pengertian e-government dan hubungan dengan demokrasi dapat dicari

pada karakteristik-karakteristik yang dimiliki demokrasi. Dalam demokrasi
masalah-masalah seperti keluasan cakupan, transparansi, control terhadap
agenda yang dilaksanakan para wakil rakyat semakin menjadi kebutuhan.
Masalah-masalah ini semakin menemukan jalan keluar seiring perkembangan
teknologi, khususnya di bidang informasi. Internet, sebagai inovasi teknologi
informasi, membuat berkembangkan sebuah jenis mekanisme pemerintahan
yang disebut E-Government (Electronic Government).

Dalam pengertian demokrasi secara substansial, hal-hal seperti
keterbukaan dan pelibatan warganegara kemungkinan mulai dapat
terselenggara lewat E-Government ini. Publik dapat mengetahui berapa
jumlah partai yang ikut serta pemilu, siapa nama-nama caleg, perkembangan
koalisi pemerintahan, kasus-kasus yang menimpa wakil rakyat, pesan-pesan
warganegara terhadap anggota legislative, diyakini dapat terselenggara lewat
mekanisme E-Government ini secara langsung.

Demokrasi erat berkait dengan kemampuan warganegara dalam
mempengaruhi fungsi input sistem politik. Komunikasi politik, sosialisasi
politik, artikulasi kepentingan, rekrutment politik, dan agregasi kepentingan,
merupakan beberapa fungsi input sistem politik yang penting. Fungsi-fungsi
input tersebut memiliki kemungkinan tersebar aksesnya secara lebih luas
lewat E-Government ini. Ini guna mengatasi terbatasnya penyelenggaran
fungsi-fungsi input konvensional. Agen-agen yang melangsungkan fungsi
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input (partai politik, LSM, pemerintah, pers) dapat memanfaatkan E-
Government untuk tujuan-tujuannya sendiri.

Kaitan antara E-Government dan Demokrasi terletak pada tujuan dari
demokrasi dan bagaimana kemungkinan pencapaian atas itu terselanggara
lewat mekanisme E-Government. Kesulitan dari Demokrasi Perwakilan
(representative democracy) ini adalah desentralisasi peran politik
warganegara kepada wakil rakyat (legislatur). Akibat sejumlah factor,
penyampaian kepentingan dari warganegara tidak terselenggara secara
maksimal. Untuk itu diperlukan terobosan baru bagaimana warganegara dapat
menentukan kinerja fungsi input pemerintahan. E-Government membuka
kesempatan tersebut.

Steven N. Clift menunjukkan sejumlah tujuan yang inheren di dalam
demokrasi dan kaitannya dengan E-Government.7 Ketujuh tujuan tersebut
adalah : (1) Kepercayaan dan Akuntabilitas; (2) Legitimasi dan Pemahaman;
(3) Layanan dan Kepuasan WargaNegara; (4) Jangkauan Akses; (5)
Perwakilan Efektif dan Pembuatan Keputusan; (6) Partisipas lewat Fungsi
Input dan Konsultasi; dan (7) Keterlibatan dan Kesengajaan.

F. E- GOVERMENT UNTUK EFISIENSI
Pemerintahan dengan sistem elektronik atau lebih dikenal dengan istilah

E-Government merupakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan
transparansi akutabilitas penyelenggaraan negara.

Berdasarkan Intruksi Presiden nomor 3 tahun 2003 kebijakan dan
Strategi Nasional Pengembangan e-Government diarahkan untuk mencapai
empat tujuan. Pertama adalah membangun jaringan informasi guna
mendukung pelayanan publik dengan kualitas memuaskan dapat diakses
masyarakat luas, serta dengan biaya yang terjangkau. Kedua, mendorong
kerjasama antar lembaga pemerintah dan swasta secara interaktif untuk
meningkatkan perekonomian nasional. Ketiga, membentuk mekanisme dan
saluran komunikasi antar lembaga pemerintah dengan publik dan tujuan
keempat yaitu membentuk sistem manajemen dan proses kerja yang lancar,
transparan dan efisien.

E-Government di Indonesia mulai sejak tahun 2001 yaitu sejak
munculnya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2001 tgl. 24 April 2001 tentang
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Telematika Telekomunikasi, Media dan Informatika yang menyatakan bahwa
aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk
mendukung good governance dan mempercepat proses demokrasi. Namun
dalam perjalanannya inisiatif pemerintah pusat ini tidak mendapat dukungan
serta respon dari segenap pemangku kepentingan pemerintah yaitu dengan
pemantfaatan teknologi informasi yang belum maksimal.
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BAB 2
E- GOVERNMENT UNTUK
PELAYANAN PUBLIK

A. E-GOVERNMENT SEBAGAI PELAYANAN PUBLIK
e-government adalah pelayanan publik yang dilaksanakan oleh semua

instansi pemerintah yang terkoordinasi satu dengan lainnya secara optimal
dengan menggunakan teknologi telematika. E-Government harus dipandang
sebagai sarana bukan sebagai tujuan. Agar implementasi e-government dapat
terlaksana dengan baik perlu diperhatikan faktor teknis dan non-teknis yang
dapat mempengaruhi keberhasilan. Implementasi e-government yang
dikaitkan dengan upaya memenuhi kebutuhan semua sektor kegiatan baik
dipemerintahan dan masyarakat membutuhkan patron dari pemimpin yang
dapat memberikan teladan dan komitmen bersama. Kepemimpinan menjadi
kunci keberhasilan implementasi e-goverment sebagaimana telah ditunjukan
Singapura, Amerika Serikat, Korea, dan banyak negara yang telah mampu
melaksanakan e-government.

Bila wvisi, definisi, dan leadership sudah dimiliki, faktor yang
menentukan dalam suksesnya implementasi e-government adalah
kesepakatan mengenai sasaran yang ingin dicapai dengan e-government ini.
Secara bijak Amartya Sen, ekonom pemenang hadiah nobel ekonomi,
mengingatkan bahwa teknologi hanyalah alat (means), bukan tujuan (ends).
Kesalahan dalam menetapkan tujuan membawa kita terjebak pada
keberhasilan semu. Kejelasan sasaran dan pemahaman serta konsistensi
semua pelaku terhadap tercapainya sasaran inilah yang perlu disepakati sejak
awal suatu pemerintah merencanakan membangun e-government. Kalau
tidak, yang akan terbentuk adalah aplikasi aplikasi telematika yang dibangun
tanpa mengindahkan harmonisasi dan sinergi dengan elemen-elemen
pemerintah dan masyarakat.
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